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ABSTRAK

Pesatnya perkembangan layanan financial technology menyebabkan
inovasi-inovasi baru muncul. Salah satunya adalah crowdfunding. Crowdfunding
adalah layanan urun dana menggunakan media online. Namun, konsep
crowdfunding yang masih menerapkan sistem konvensional menyebabkan
beberapa kalangan, terkhusus masyarakat muslim merasa enggan untuk ikut serta,
munculnya perasaan takut jika dalam kegiatan transaksi layanan urun dana atau
crowdfunding masih terdapat unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba) yang
mana unsur-unsur tersebut dilarang dalam agama Islam. Sehingga muncullah
inovasi baru yaitu sharia crowdfunding. Hal ini dikarenakan belum ada aturan
yang secara khusus yang mengatur sharia crowdfunding. Akan tetapi sudah ada
aturan yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksananaan sharia crowdfunding
karena merupakan bagian dari fintech syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/112018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep sharia
crowdfunding atau layanan urun dana syariah dan bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap sharia crowdfunding atau layanan urun dana syariah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep sharia crowdfunding atau layanan
urun dana syariah, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap sharia crowdfunding atau layanan urun dana syariah. Selain itu jenis
penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research), penelitian ini bersifat
deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam konsepnya Ada empat stakeholders
dalam sharia crowdfunding, vyaitu: (1) Project Initiator (pelaku bisnis/penerbit),
dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan bisnis. (2) Pendanaan/pemodal
(investor). (3) Platform sharia crowdfunding atau sharia crowdfunding operator
(SCFO). (4) Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas operasional. Terdapat
dua bentuk perjanjian yang biasa diterapkan dalam sharia crowdfunding yaitu
perjanjian bagi hasil dan juga perjanjian dengan pinjaman. Adapun dalam agama
Islam perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah dan musyarakah.
Adapun pandangan hukum Islam terhadap sharia crowdfunding ialah bahwa
sharia crowdfunding sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam karena
dalam prakteknya sharia crowdfunding menggunakan akad bagi hasil dan akad
bentuk pinjaman. Akad bagi hasil dalam Islam dikenal dengan istilah akad
mudharabah dan musyarakah. Sedangkan akad bentuk pinjaman disebut akad
gard. Selain itu, peraturan yang menjadi landasan hukum dalam layanan sharia
crowdfunding adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah.



ABSTRACT

The rapid development of financial technology services has caused new
innovations to emerge. One of them is crowdfunding. Crowdfunding is a
crowdfunding service using online media. However, the concept of crowdfunding,
which still applies a conventional system, has caused some groups, especially
Muslim communities, to feel reluctant to participate, and there is a feeling of fear
that in crowdfunding or crowdfunding service transaction activities there are still
elements of maghrib (maysir, gharar and usury), which are elements of This
element is prohibited in Islam. So a new innovation emerged, namely sharia
crowdfunding. This is because there are no specific regulations governing sharia
crowdfunding. However, there are already regulations that can be used as a
reference in implementing sharia crowdfunding because it is part of sharia fintech,
namely the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema
Council Number 117/DSN-MUI/112018 concerning Information Technology-
Based Financing Services based on Sharia Principles.

The formulation of the problem in this research is what the concept of sharia
crowdfunding or sharia crowdfunding services is and how Islamic law views
sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services. This research aims to find
out the concept of sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services, as well
as to find out how Islamic law views sharia crowdfunding or sharia crowdfunding
services. Apart from that, this type of research is library research, this research is
descriptive analysis using qualitative methods. The data source in this research
was obtained through documentation.

Based on the research results, in the concept there are four stakeholders in
sharia crowdfunding, namely: (1) Project Initiator (business actor/publisher), can
be an individual, organization or business company. (2) Funding/investors
(investors). (3) Sharia crowdfunding platform or sharia crowdfunding operator
(SCFO). (4) Sharia Supervisory Board as operational supervisor. There are two
forms of agreement that are usually applied in sharia crowdfunding, namely a
profit sharing agreement and also a loan agreement. In Islam, profit sharing
agreements are known as mudharabah and musyarakah. The view of Islamic law
towards sharia crowdfunding is that sharia crowdfunding is in accordance with the
provisions of Islamic law because in practice sharia crowdfunding uses profit
sharing agreements and loan contracts. Profit sharing contracts in Islam are known
as mudharabah and musyarakah contracts. Meanwhile, a loan contract is called a
gard contract. Apart from that, the regulations that form the legal basis for sharia
crowdfunding services are the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian
Ulema Council (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/11/2018 concerning Information
Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4): 29)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya penjelasan
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan
tujuan skripsi ini. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang
digunakan dan merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalaan yang
akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini “Sharia Crowdfunding Layanan
Urun Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun istilah-istilah

yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Sharia Crowdfunding atau layanan urun dana syariah adalah kegiatan
mengumpulkan dana secara online dalam skala kecil tapi berasal dari jumlah
masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan yang

kemudian kegiatan transaksi ini didasari prinsip syariah.’

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam

mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara

Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform
Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”, (Skripsi Program
Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017), . 8.



terperinci.> Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan
Hadist dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka dalam hukum Islam

ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia
dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya.’

Melalui penjelasan diatas maka maksud dari judul skripsi ini adalah

penelitian secara mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap sharia
crowdfunding atau layanan urun dana berbasis syariah.

B. Latar Belakang Masalah
Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu.
Perubahan yang terjadi bukan hanya dari sisi pesatnya perkembangan ekonomi,
akan tetapi perubahan teknologi juga turut memberikan dampak yang cukup
besar. Salah satu dampak yang terjadi adalah terbentuknya nilai-nilai baru yang
membawa kebaikan seperti segala kemudahan yang membuat pergerakan
ekonomi semakin dinamis. Istilah untuk menyebut perkembangan ekonomi dan

digital disebut dengan financial technology (Fintech).*

Fintech menjadi salah satu bahan kajian terkini di Indonesia.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan National Digital Research Centre

2 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), 2.

* Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 42

*Anisa Novitarani, Ro’fah Setyowati, Analisis Crowfunding Syariah Berdasarkan Prinsip
Shariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, dalam Jurnal Al-
Manahij, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018), . 248



(NDRC)®, fintech merupakan istilah dari inovasi pada jasa keuangan.
Perkembangan fintech ini telah berhasil mendisrupsi kehidupan masyarakat,
yang tadinya hanya bersifat manual kini masyarakat dituntut untuk terus

mengikuti berkembangnya era yang serba digital.

Diantara dampak dari perkembangan fintech yaitu munculnya platform
pengumpulan dana dari masyarakat yang biasa disebut dengan crowdfunding.
Adapun yang dimaksud dengan crowdfunding adalah suatu bentuk kerjasama
kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung
dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi

oleh orang lain atau suatu organisasi.®

Crowdfunding juga merupakan sebuah skema pembiayaan yang dijuluki
pendanaan demokratis, karena konsep dari crowdfunding adalah
mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah
masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.
Crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis

internet sehingga mudah untuk diakses.’

Di Indonesia sendiri, bebepara situs crowdfunding mulai bermunculan
sejak tahun 2013 seperti Wujudkan.com, Patungan.com, AyoPeduli.com,

GandengTangan.com hingga Kitabisa.com yang banyak memfasilitasi proyek

°Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan
Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”, (Jurnal At-
Tawassuth, 2018)

®Muthiah Az-Zahra rasyid, Ro’fah setyowati, Islamiyati, “Crowfunding Syariah Untuk
Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance, (Jurnal
Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Np. 4 2017),. 2.

"Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, “Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan
Investasi di Indonesia”, Kementerian Keuangan R.1., https//www.kemenkeu.go.id//



non-profit seperti pertunjukan seni, pendidikan, budaya dan kesehatan.
Platform crowdfunding yang bermunculan di Indonesia lebih banyak dalam

bentuk reward-based crowdfunding dan based donation. ®

Pesatnya perkembangan crowdfunding konvensional di Indonesia
menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang hendak ikut berpartisipasi
dalam layanan urun dana atau crowdfunding. Namun, konsep crowdfunding
yang masih menerapkan sistem konvensional menyebabkan beberapa kalangan,
terkhusus masyarakat muslim merasa enggan untuk ikut serta, munculnya
perasaan takut jika dalam kegiatan transaksi layanan urun dana atau
crowdfunding masih terdapat unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba) yang
mana unsur-unsur tersebut dilarang dalam agama Islam. Sehingga muncullah
inovasi baru yaitu sharia crowdfunding. Sharia Crowdfunding adalah kegiatan
layanan urun dana yang tidak jauh berbeda dengan crowdfunding pada
umumnya, hanya saja dalam kegiatan transaksinya didasari oleh ketentuan-

ketentuan dalam hukum Islam.

Konsep crowdfunding berbasis syariah yang akan diterapkan di
Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran
roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai

syariat Islam.

®M. Hot Asi Sitanggang, and S. R. Manalu, "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan
Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," Jurnal Interaksi Online, Vol. 6, No. 3,
(Jun. 2018). 2-3.



Sejauh ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang sharia
crowdfunding, berbeda dengan crowdfunding konvensional yang mana
pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham
Berbasis Teknologi Informasi.Walaupun dalam pelaksanaannya belum ada
aturan yang secara khusus mengatur, tetapi terdapat dasar aturan yang sudah
bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/112018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip

Syariah.

Melalui pemaparan tersebut diatas, peneliti hendak meneliti terkait
bagaimana pandangan hukum Islam tentang layanan urun dana berbasis syariah

atau sharia crowdfunding.

. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti oleh peneliti,
selanjutnya subfokus penelitian ialah sudut tinjauan dari fokus yang diteliti
tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada pembahasan
seputar sharia crowdfunding (layanan urun dana syariah) dan memiliki
subfokus penelitian yaitu tentang bagaimana pandangan hukum Islam terkait

sharia crowdfunding (layanan urun dana syariah).



D. Rumusan Masalah
Melalui pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam

penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana konsep sharia crowdfunding atau layanan urun dana syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sharia crowdfunding atau
layanan urun dana syariah?
E. Tujuan Penelitian
Sebagaimana yang kita ketahui setiap langkah dan usaha pasti memiliki
suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti.® Tujuan penelitian adalah untuk menjawab

pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui konsep dalam kegiatan sharia crowdfunding atau
layanan urun dana berbasis syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kegiatan sharia
crowdfunding atau layanan urun dana berbasis syariah.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca
dan penulis sendiri tentang manfaatnya.Adapun di antara manfaat yang dapat

diberikan:

® Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 89.



1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif
informasi bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan memberikan
pemahaman terkait perlindungan pemodal yang menyalurkan atau

menyumbangkan dananya melalui layanan crowdfunding.

2. Secara Praktis
Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti
terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang
lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.®™
Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti,
peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap
sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti,

sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian

sebelumnya.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan
dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun diantaranya adalah sebagai

berikut :

%pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung,2020), 5.



1. Penelitian yang dilakukan oleh Saifullah, yaitu penelitian yang berjudul
“Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Mectode Crowdfunding Pada
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis
Website”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem
penggalangan dana menggunakan metode Crowdfunding pada lembaga amil
zakat infak dan sedekah (lazis) Wahdah berbasis website sehingga donatur
dapat mengetahui sedekahnya disalurkan kemana dan dalam bentuk
program apa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dan metode perancangan yang digunakan adalah metode waterfall.
Sistem ini berbasis website, pemodelannya menggunakan flowchart dan
diuji dengan metode pengujian blackbox. Kesimpulan Penelitian ini adalah
sistem penggalangan dengan metode ini dapat memudahkan dalam
melakukan proses donasi, pengumpulan data donatur, dan laporan yang
transparansi serta penyimpanan data yang baik. Perbedaan dalam penelitian
ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait objek penelitian,
Saifullah lebih menekankan pada penggalangan dana oleh LAZIS,
sedangkan peneliti berfokus pada konsep sharia crowdfunding.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam, yaitu penelitian yang berjudul
“Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam.”
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam terhadap
peraturan dan mekanisme layanan urun dana (Equity Crowdfunding).
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam adalah metode

penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian yang



berjenis peneleitian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
teknik dokumentasi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah
mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana equity
crowdfunding dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan
ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad
mudharabah dan akad musyarakah, dan juga terlepas dari unsur maisyir,
gharar, dan riba. Namun di dalam peraturan tersebut belum mengatur
secara detail mengenai usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang,
kejelasan asal-muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit
saham, dan kurang jelasnya pembagian hasil komisi. Perbedaan penelitian
yang dilakukan oleh Nur Salam dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah objek penelitian, dimana Nur Salam memiliki objek kajian equity
crowdfunding atau layanan urun dana dengan sistem konvensional
sedangkan objek penelitian peneliti adalah sharia crowdfunding.

. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Hikmah, dengan judul penelitian
“Analisis Kinerja PlatformCrowdfunding Syariah Sebagai Alternatif
Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia
(Studi Kasus PlatformCrowdfunding Syariah Qazwa.id)”. Penelitian ini
menganalisis metode pembiayaan alternatif yang dapat digunakan sebagai
solusi pendanaan untuk UKM.terutama setelah pesatnya perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia, peneliti mencoba menggabungkan keduanya
melalui analisis salah satu platform crowdfunding syariah, Qazwa.id yang

menerapkan mudharabah dan murabahah. Adapun hasil analisis dalam
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penelitian Nur Hikmah adalah Platform Crowdfunding Syariah yakni
Qazwa.id memiliki kinerja yang lebih fleksibel, dibanding dengan
pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, dimana Nur Hikmah
lebih  memfokuskan pada lembaga atau platform dalam layanan
crowdfunding syariah, sedangkan peneliti lebih menekankan pada konsep

dalam sharia crowdfunding.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu Metode dan Penelitian.
Metode diambil dari bahasa yunani yaitu methodos yang berarti cara atau jalan.
Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang
diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah metode menyangkut cara kerja
untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sebab
itu metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan

menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.

Sedangkan Research (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan,
mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan

dengan metode metode ilmiah.

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk

memperoleh pemecahan terhadap masalah.*!

1Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rinneka Cipta,
1994), 2
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan
pustaka menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang
ada, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan peraturan-peraturan
yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga
penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (Library Research).*?

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun yang
dimaksud dengan deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha untuk
menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data.'®
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan tentang konsep sharia

crowdfunding yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya seara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.* Metode kualitatif juga dapat diartikan secara sederhana,

yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun

44

250erjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 15.
BCholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitan Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),
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tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha
menghitung data.
3. Sumber Data
Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden
atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.
Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/112018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan
Prinsip Syariah.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara
tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yasing terdiri
atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-
buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan
penelitian.Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah karya tulis
ilmiah seperti thesis, skripsi, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan
dengan bahasan penulis yaitu mengenai Crowdfunding.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik dokumentasi.Dokumentasi, ialah mencari data

mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, majalah, jurnal,
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teori, dalil atuapun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan masalah penyelidikan.*
5. Teknik Pengelolaan Data
Pengelolaan data yang penulis lakukan yaitu dengan beberapa cara
sebagai berikut:

a. Editing, memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan,
kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yangan
lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.

b. Organizing, pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa
sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun
penelitian.

c. Penemuan hasil penelitian, menganalisis data dari hasil Organizing
dengan menggunakan kaidah, teori, serta dalil yang sesuai, untuk
kemudian ditemukan hasil penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian.*®

6. Metode Analisi Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah, maka dibutuhkan
metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Adapun
metode yang dapat digunakan dalam menganlisis data adalah sebagai

berikut:

15 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2000), . 83.

1% Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2011), .23.
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a. Metode Induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan
atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan
yang bersifat umum.*’

b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan
kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penelitian ini peneliti mengamati masalah yang bersifat umum
untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersfiat khusus, yaitu dengan cara
mengamati kejadian yang ada kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan
dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu
kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode deduktif.

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data
yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis
sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam
analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi
kepustakaan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk
selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang

berkaitan.

Sutisno Hadi, Metodologi Research jilid | (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), .42



15

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sSistematis
sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu
bagian dengan bagian dan bagian yang lain.’® Maka disini peneliti menyusun
membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi

beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang
bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus
Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian
Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika

Pembahasan.

Bab Il Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari
penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang

teori akad, teori akad musyarakah, teori akad mudharabah,

Bab 11l Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang
telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh
peneliti. Bab ini berisi gambaran tentang Crowdfunding di Indonesia,
kemudian bagaimana perkembangan Sharia Crowdfunding yang muncul akibat
mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dan yang terakhir

adalah terkait konsep dari Sharia Crowdfunding di Indonesia.

18 pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, 26.
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Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang
memaparkan tentang konsep Sharia Crowdfunding yang ada di Indonesia, serta

bagaimana analisis hukum Islam terhadap Sharia Crowdfunding tersebut.

BAB V Penutp. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini.
Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan

rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Teori Akad
1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti
perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di
artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang
berakad. Dalam kitab figih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan
(&350 dan kesepakatan (2&y).

Secara istilah figih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab
(pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)
sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman Kkata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat”
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau
lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.
Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain,
atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata
“berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya
perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak

lain (yang menyatakan gabul).™

19 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

17
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Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-
Sanhury, akad ialah “perikatan ijab gabul yang di benarkan syara™ yang
menctapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan
akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua
belah pihak”.?

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan gabul yang
berakibat timbulnya akibat hukum. ljab adalah penawaran yang diajukan
oleh salah satu pihak, dan gabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan
mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak
terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak
yang tercermin dalam ijab dan gabul.?

2. Dasar Hukum Akad
a. Q.S. Al-Maidah : 1
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ’(Q.S. Al-Ma’idah [5]:1)
Avyat di atas menjelaskan di dalam Islam terdapat kewajiban untuk

memenuhi akad-akad yang telah dilakukan. Sehingga setiap muslim

harus melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut.

2 Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.
2L M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:PT RajaGrafindo,
2003), 101
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b. Hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah
J 355 Jsk 3 e U i JB 2 15 o A Wl 545 0

(s 231 855). 215 5o 8 oy ole 1

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madaya dari ayahnya berkata, saya
mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual
beli itu harus sama-sama suka (Hadits Riwayat Ibnu Majah)?

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di atas tersebut
menjelaskan bahwa transaksi dalam perjanjian, khususnya jual-beli harus
dilakukan dengan saling ridha, artinya harus suka sama suka dan tidak
boleh ada paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) ‘Aqid
‘Agid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-
masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari
beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar
biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris

sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang

terdiri dari beberapa orang.

22 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’I al-Qazwini, Sunan Ibnu
Majah, Juz II (Beirut: Dar’al-Fikr, tt), 1737.
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2) Ma’qud ‘Alaih
Ma’qud ‘Alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek
akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam
akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) Maudhu’ al- ‘Aqid
Maudhu’ al-‘Agid adalah adalah tujuan atau maksud mengadakan
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad
jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari
penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) Shighat al-‘Aqid
Shighat al- ‘Agid yaitu ijab gabul. ljab adalah ungkapan yang pertama
kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad,
sedangkan gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
Pengertian ijab gabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya
sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam
membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang
menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya
yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos
wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.?®

b. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam berakad adalah sebagai berikut:

2% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogayakarta : Pustaka Kencana,
2010), 51
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1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan
karena boros.

2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3) Akad itu di izinkan oleh syara’, di lakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang
memiliki barang.

4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara’, seperti jual beli
mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah
bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

5) ljab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi gabul. Maka
apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum gabul maka
batallah ijabnya.

6) ljab dan gabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang
berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut
menjadi batal.?*

4. Macam-macam Akad

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat
dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, akad

terbagi dua, yaitu:

%4 Ghazaly, Figh Muamalat, 55.
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a. Akad Shahih
Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan
syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat
hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak
yang berakad. Akad ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada
penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap
bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan dan melaksanakan akad ini,seperti akad yang
dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.?®

b. Akad yang tidak Shahih

Akad yang tidak Shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada
rukun atau syarat syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu
tidak berhak dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad. Hanafiyah
membagi akad yang tidak sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang
batil dan fasid.?°

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah
satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’.Misalnya, objek
jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan

suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang

?® Ghazaly, Figh Muamalat, 56
% |bid, 57.
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diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang
tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.?’
5. Asas-Asas Akad
Asas adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar dalam berakad. Asas
juga dapat berupa nilai-nilai yang harus terdapat di dalam akad. Berikut ada
beberapa asas berakad dalam Islam, yaitu:?
a. Asas Ketuhanan

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai
ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki
tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat,
tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri,
dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak
bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau
menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas- batas yang telah
ditetapkan Allah.

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah ( berakad).
Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk
membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan
persyaratan-persyaratan  lain, termasuk  menetapkan  cara-cara
penyelesaian bila terjadi sengketa.Adanya unsur pemaksaan dan

pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian,

27 |bid, 58.
28 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, Cet ke- 2 , ( Jakarta: Kencana, 2013), 92.
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maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan
bahkan tidak sah.
c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang
memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia
memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.
Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan
kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam
perikatan tersebut.?®

d. Asas Keadilan (Al- ‘Adalah)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali
disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT
tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil
menjadikan manusia lebih dekat kepada ketakwaan.®

e. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka
atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,
paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi

tersebut dilakukan dengan cara yang batil.**

2 |bid, 93.
% |pid, 93.
%1 |bid, 94.
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f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia
dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah.
Jika kejujuran ini tidak diterapakan dalam perikatan, maka akan merusak
legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran
dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.*

g. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia
hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi
saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan,
dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu
benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda
jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.*

6. Berakhirnya Akad
Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa
adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan,
terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang
dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa
menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan,

tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.*

% |bid, 95.
* Ibid, 99.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113-114.
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B. Teori Akad Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-darb, berarti memukul atau berjalan,
pengertian al-darb (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses
seseorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”.
Mudharabah atau Qiradh bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja
sama. Istilah Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak,
sedangkan giradh bahasa orang hijaj. Dengan demikian keduanya memiliki
arti yang sama.*®

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua
belah pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul mal) yang
menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai
pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapat dari akad
Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,
dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan
mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh shahibul
mal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari mudharib.
Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan
waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha. Namun jika
kerugian tersebut akibat kelalaian dari mudharib, maka mudharib harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.*

% Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2017), 2.

% Dimyauddin Zuhri Qudsy, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 224.
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Menurut ulama mudharabah atau qiradh dikemukakan, sebagai

berikut:

a.

Menurut para fukaha, Mudharabah adalah akad antara dua orang (pihak)
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada
pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan
dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan.

. Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah memandang tujuan kedua belah

pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena
harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola
harta itu.

Malikiyah berpendapat, bahwa Mudharabah adalah akad perwakilan
dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain
untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan
perak).

Imam Hanabilah berpendapat, bahwa Mudharabah adalah ibarat pemilik
harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

. Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa mudharabah adalah akad yang

menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain

Mudharabah ditijarahkan.®

188-189.

%7 Solari Sahani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
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Selain dari beberapa pengertian ulama’diatas, pengertian Mudharabah
dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

a. Menurut Muhammad Syaf’i Antoni dalam bukunya “ Bank Syariah dan
Teori ke Praktek”. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak
dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha
Mudharabah dibagi menurut kesepakatan dikontrak, sedangkan apabila
rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat
kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian disebabkan kelalaian si
pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

b. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”.
Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang
berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang
memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan
kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian
kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian
berdasarkan isi perjanjian.®

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para
ulama diatas, kiranya dapat diketahui bahwa Mudharabah atau Qiradh

adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut,

% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilidll, (Yogyakarta: DNA Abhakti
Wakaf, 1996), 380.
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dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah

kesepakatan.*

2. Dasar Hukum Mudharabah.

a.

Al-Qur’an dan Al-Hadits

Q.S Al-Jumu'ah : 10

| o « 8 <9 o . 51 2 1oz
o ) 0% 79(~ . o ° Of a4 Lol - v - 7o I

P 0og AG @ o = 20
O3E SSIAT 1757 A 1955505
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung ” (Q.S Al-Jumu'ah [62]: 10)

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi
setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern
sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme
akad mudharabah.

Al-Hadits

HR Ibnu Majah N0.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:
SN V.Lw) dle b o & Js2s J6 J6 4 22 e P e
S ol By Byl A J,.\ J) g i aee

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara

% Sahani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, 190.
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tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)*

Melalui hadits tersebut diatas dapat diketahui bahwa hikmah yang
disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan
keringanan kepada manusia, karena di dalamnya terdapat keberkahan.
Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa
membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai
keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad
mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik
harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja
sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan
kesejahteraan umat.*!

b. ima’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah
berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara
mudharabah.*?

c. Qiyas

Mudharabah digiyaskan kepada Al-Musagah (menyuruh orang
untuk mengelola kebuh). Selain diantara manusia, ada yang miskin ada
ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat

mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau

0 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’l al-Qazwini, Sunan lbnu
Majah, Bab At-Tijarah (Beirut: Dar’al-Fikr, tt), 1750.

* Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah,( Jakarta:
Akademia Permata, 2012) , 220.

*2 Rahmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustka Setia, 2001), 223.
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bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, Mudharabah
ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas,
yakni kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan
mereka.*?

d. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia tentang Mudharababh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah
sebagai berikut: Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS)
menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudarib,
nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di
antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.**

3. Rukun dan Syarat Mudharabah.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama
Hanafiyah berpedapat bahwa rukun Mudharabah adalah ijab dan qobul.
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah ada tiga, yaitu dua
orang yang melakukan akad (Aqidain), modal (ma’qud alaih), dan shighat
(ijab gabul). Ulama Syafi’iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu

modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.*

* Ibid. 225-226.

* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07 tahun 2000, tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

** Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Konstetual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), 183-184.



32

Selain rukun diatas, terdapat rukun mudharabah yang lebih umum
ditemui di setiap transaksi dengan akad mudharabah. Adapun rukun
tersebut ada 4 yaitu:*

a. Pelaku akad mudharavah yang terdiri atas : Pemilik modal dan pengelola
modal.

b. Objek akad mudharabah, berupa : Modal dan kerja.

c. ljab jabul / Serah terima.

d. Nisbah keuntungan.

Ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam terhadap tiap-tiap rukun

adalah sebagai berikut:
a. Pelaku
1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan dengan sesama muslim atau
dengan non muslim.
3) Pemilik modal atau dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan
modal, tetapi diperbolehkan mengawasi.*’
b. Objek Mudharabah
Objek mudharabah yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya
akad mudharabah. Berikut penjelasan yang terdapat dalam ketentuan
syariat Islam terkait objek mudharabah yaitu*®:

1) Modal, beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

*® salman, Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah, 223.

" Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset,
2017), 318

*8 Qamarul Huda, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.
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a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya,
harus jelas jumlah dan jenisnya.

b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya
setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi
apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.

c) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa dibedakan dari
keuntungannya.

2) Kerja, beberapa penjelesan terkait kerja yang terdapat dalam akad
mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan,
selling skill, management skill, dan lain-lain.

b) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diinterverensi
oleh pemilik dana.

c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip
syariah.

c. ljab kabul
Yaitu pernyataan serta ekspresi saling rida/rela di antara pihak-
pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui
korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi modern.*
d. Nisbah keuntungan
Beberapa penjelasan dalam ketentuan Islam terkait dengan nisbah

keuntungan:

* Ibid, 89.
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1) Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian
keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua
pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

2) Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan
menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.>
Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai

berikut:

a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (naqd).

b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.

c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan
diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.

d. Mudharabah harus bersifat tak terbatas (muthlagah). Artinya, pemodal
tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan,
baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini
dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi’i dan Maliki. Adapun menurut
madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah tidak harus disyaratkan
bersifat muthlagah.

e. Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan

dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang

% Ibid, 91.
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memabukkan, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain
yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.*
4. Macam-Macam Mudharabah
Pembagian Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua bagian,
yaitu:
a. Mudharabah Mutlagah
Mudharabah mutlagah adalah bentuk kerjasama antara pemilik
sahamdengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan
dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha
tersebut akan dibagibersama sesuai dengan kesepakatan.
b. Mudharabah Mugayyadah
Mudharabah mugayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik
saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan
dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi
dengan usaha membuka rumah makan.>
5. Prinsip-Prinsip Mudhrabah
Ada beberapa prinsip dalam melakukan transaksi dengan akad
mudharabah. Berikut beberapa prinsip dalam mudharabah™:
a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad

mudharababh.

1 Ahmad Tirmidzi et al., Ringkasan Figih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2013), 812.

*2 |bid, 7.

*¥ Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2015), 78.
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Dalam akad mudharabah, hasil usaha harus dibagi antara shahibul
mal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana
telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam
perjanjian mudharabah.

. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam mudharababh, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada
pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian
financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti
ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan
mudharib/pengelola. Sementara itu, pihak mudharib atau pengelola
menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang
dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

. Prinsip kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan
shahibul mal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat
yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya
harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip
yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus
dilaksanakan dalam akad mudharabah.

. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal

merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada

kepercayaan dari shahibul mal maka transaksi mudharabah tidak akan
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terjadi. Untuk itu,shahibul mal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah
secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada
mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari
pengelola.
e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar
dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak
pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial.
Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan
mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan financial,
kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia
juga akankehilangan kepercayaannya.

6. Perhitungan Pembagian Keuntungan dalam Mudharabah.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar
keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan
perjanjian mudharabah. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara
pemilik modal dan pelaksana usaha biasa berbentuk bagi rata atau tidak bagi
rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya.
Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan
muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan
yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak

manapun.**

> Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 64.



38

Dalam system bagi hasil Mudharabah menurut pendapat para Imam
Madhzab vyaitu Syafi’l, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian
keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh,
sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila
dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka
akad tersebut tidak sah/batal.>

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil
mudharabah yaitu :

a. Persentase, yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah
tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan.

b. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak
mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.

c. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku
bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam
kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemelihara
sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.>®

d. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi
angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara

pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.

*® Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Madzhab Jilid 1V, (Semarang: Cv. Asy Syifa’,
1994), 70-72.
% Muhammad. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 248.
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e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara
menyelesaikannya adalah:
1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan
merupakanpelindung modal.
2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok
modal.”’
C. Teori Akad Musyarakah
1. Pengertian Musyarakah.

Secara lughawi, musharakah berasal dari kata Sharaka, yushariku,
musyaratan dari fi’il madli thulasi mujarrad shara’ artinya bersekutu.
Sharaka (dengan tambahan ‘alim di ‘ain fi‘il) bermakna saling bersekutu.
Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha
pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi
usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut
serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.
Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan
mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang
mereka curahkan untuk usaha tertentu.”®

Dalam literatur ilmu figih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada
pengertian percampuran kemitraan persekutuan dan perkongsian yaitu al-
Musyarakat, al-Shirkah dan al-Syarikat. Yang lebih tepat dari ketiga istilah

itu ialah al-Shirkah, oleh karena itu, literatur ilmu figih lebih banyak

> |bid, 248-249
%8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 51.
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mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syari’ah

mempergunakan istilah musyarakah.>® Menurut Kompilasi Hukum Islam,

shirkah adalah kerjasama antara dua oang atau lebih dalam hal permodalan,

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara istilah beberapa imam madzhab memberikan terminologi

dengan redaksi yang berbeda, yaitu :

a.

Ulama madzhab Maliki : suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi

dua orang yang bekerja sama terhadap mereka.

. Madzhab Syafi‘i dan Hanbali : hak bertindak hukum bagi dua orang atau

lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Ulama’ madzhab Hanafi : akad yang dilakukan oleh orang-orang yang
bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan akad musharakah adalah akad dua
orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. la adalah akad kerja
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana
masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi dana  dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.®

Selain dari pengertian yang dipaparkan oleh imam madzhab diatas,

beberapa ahli figh juga memberikan pengertian terkait musharakah atau

shirkah, yakni sebagai berikut:

> Atang Abd Hakim, Figih Perbankan Syari’ah, (Bandung: refikaaditama ,2011), 244
% Mardani, Figh Ekonomi Syari‘ah: Figih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 220
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a. Menurut Sayyid Sabig, yang dimaksud dengan shirkah ialah, akad antara
dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan
shirkah ialah, ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih
dengan cara yang masyhur (diketahui).

c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan
shirkah ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

d. Menurut Imam Tagiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang
dimaksud dengan shirkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu
yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah diketahui.

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiegie, bahwa yang dimaksud dengan shirkah
ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun
dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

f. Idris Ahmad menyebutkan shirkah sama dengan syarikat dagang yakni
dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam
dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan
dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-
masing.®*

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa akad musharakah adalah
akadyang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama,

di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan

hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan

%1 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 125.



42

prosentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.®?

Seperti halnya mudharabah, musharakah adalah akad kerja sama dua
atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang
halal dan produktif. Bedanya dengan mudharabah adalah dalam hal
pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang
dikerjakan.®®

Model shirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat
memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam
menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang orang
lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik
terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan shirkah
dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering
terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau
sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki
modal tersebut. Semua hal tersebut dalam terpecahkan dalam shirkah
yangdibenarkan dalam syariah Islam.®

2. Dasar Hukum Musyarakah
a. Al-Qur’an

Q.S. As-Shaad : 24

%2 M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009) 119-120

% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalialndonesia,
2012), 150.

% Deny Setiawan, “Kerjasama Shirkah dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, Vol 3
(September 2013), 2.
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“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.” (Q.S. As-Shaad [38]: 24)

Avyat di atas menjelaskan tentang perserikatan. Bahwa Islam sudah
mengetahui sebagian banyak yang melakukan perjanjian perserikatan
atau dalam musyarakah melakukan kecurangan atau berbuat zalim.
Sehingga dalam Islam diperintahkan untuk melakukan perserikatan

dengan cara yang baik, seperti adil, amanah, dan jujur.

b. Al-Hadits

4 |
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“Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman “Aku adalah
pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari

keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya,
maka Aku keluar dari keduanya”. (H.R. Abu Dawud)®

% Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al-Jukni al-Shingkity, Ath Waul
Bayan Fi Iddlohil Qur’ab Bil Qur’an, Jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79
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Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas, Rasulullah
menyampaikan kepada umatnya bahwa didalam perserikatan atau
musyarakah Allah memberikan keberkahan jika kedua pihak saling
amanah dan tidak mengkhianati satu sama lain. Dan apabila salah satu
pihak mengkhianati pihak lain, maka Allah tidak akan memberikan

keberkahan.

c. lima’

Persekutuan shirkah adalah salah satu bentuk dari bentuk
muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan
telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai
sekarang. Olehkarena itu shirkah mendatangkan banyak kebaikan dalam
kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem
muamalat yangbaik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan
oleh para fugaha.?® Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah
berkata, “Kaum mulismin telah berkonsensus terhadap legitimasi
Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam
beberapa elemen darinya.”®’

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang
Musyarakah.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah

mengeluarkan fatwa nya terkait musyarakah. Bahasan dalam fatwa ini

tentu mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat didalam figh

% Yazid Afandi, Figh Muamalah, 46
" Muhammad Syafi’l Antonio, Bank syariah, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 91
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mu’amalah. Penjelasan terkait musyarakah terdapat di dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 tahun 2000
tentang Pembiayaan Musyarakah.®
Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum
shirkah adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesama muslim atau
antara orang Islam dan orang kafir, akan tetapi tetap mengacu kepada
ketentuan syariat Islam. ®
3. Rukun dan Syarat Musyarakah
Menurut mayoritas Ulama, rukun Shirkah ada tiga, yaitu:
a. ‘Aqgidain (Kedua belah pihak yang berakad)

‘Agidain adalah pihak-pihak yang melakukan perserikatan atau
perkongsian. Syarat mutlah ‘agidain adalah termasuk yang ahli kafalah
(mampu memikul tanggung jawab), berakal sehat, merdeka dan baligh.

b. Ma’qud alaih

Ma’qud “alaih adalah suatu komoditi atau objek yang diserikatkan
atau dikongsikan dalam Shirkah. Syarat mutlak terhadap barang yang
diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum

Islam.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08 Tahun 2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah.

% Jsmail Yusanto dan M. Karebet Widayakusuma, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta:
Gema Insani Press, 2002), 128
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c. Shighat (ijab gabul)

Shighat atau ijab gabul terdiri dari bebagai macam. Antara lain
adalah shighat secara lisan, tulisan, perantara utusan, isyarat, dan shighat
ta’athi.”

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam shirkah, diantaranya
syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, shighat (akad dalam ijab
gabul), modal atau pembagian keuntangan. Ulama Hanafiyah membagi
persyaratan shirkah ini menjadi empat, yaitu:"*

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk shirkah. Persyaratan dalam
wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu
1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat
diterima sebagai perwakilan (wakalah)
2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan
diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.
b. Syarat yang berkaitan dengan shirkah al-mal, seperti shirkah
mufawaddhah atau ‘nan. Untuk kategori Shirkah tersebut, ada syarat
yang harus dipenuhi yaitu :
1) Modal yang dijadikan objek akad shirkah berupa mata uang (alat
bayar), seperti riyal, rupiah, dolar, dan lain-lain.
2) Modal harus ada ketika akad shirkah dilangsungkan baik jumlah sama

atau berbeda.

% Yazid Afandi, Figh Muamalah, 123
™ Qomarul Huda, Figh Mu amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.
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c. Syarat yang khusus berkaitan dengan shirkah mufawaddah yaitu :

1) Modal pokok dalam shirkah mufawaddah harus sama.

2) Modal harus tunai ketika akad shirkah berlangsung, bukan berupa
modal yang masih dalam simpanan.

3) Pihak shirkah termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul tanggung
jawab).

4) Objek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada
semua jenis jual beli atau perdagangan.

5) Syarat yang berkaitan dengan shirkah ‘inan sama dengan syarat dalam
shirkah mufawaddah.”

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat
shirkah pada tiga objek, yaitu :
a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah
ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan
seorang merdeka dengan seorang budak. Namun, dibolehkan seorang
budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus
mendapatkan izin dari tuannya.

2) Pihak yang berakad harus cakap.

3) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).

2 |bid, 103-104.
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b. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu proses shirkah harus
diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad
tersebutdisampaikan dengan ucapan atau tulisan.

c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi
pada modal ini :

1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan
nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas,
makanilai emas tersebut harus sama.

2) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga
jumlahnya juga harus sama.

3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

4. Macam-Macam Musyarakah
Menurut Syariat Islam, shirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua
jenis yaitu shirkah al-Milk (sharikat al-Milk) dan shirkah al-Uqud (sharikat

‘Agad)

a. Shirkah al-Milk

Shirkah al-Milk atau shirkah amlak ini dibagi menjadi dua bagian
yaitu shirkah ikthtiar dan shirkah jabar. Shirkah ikhtiar adalah shirkah
yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang
yang membeli suatu barang. Sedangkan shirkah jabar adalah persekutuan
yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka.

Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang
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yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang
bersangkutan.”
b. Shirkah al-Uqud
Shirkah al- Uqud ialah akad kerja sama antar dua orang atau lebih
dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian
ditanggung bersama. Shirkah al- Uqud dibagi menjadi lima jenis yaitu:"

1) Shirkah Mufawadhah, merupakan akad kerja sama usaha antara dua
pihak atau lebih, yang masing- masing pihak harus menyerahkan
modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau
resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam shirkah
mufawadhah, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk
menyembunyikan sebagian hartanya dalam memenuhi ra’s al-mal,
tetapi harus mengeluarkan semu hartanya dan masing-masing pihak
yakni sama-sama merdeka, berakal, dan beragama sama.”

2) Shirkah ‘Inan, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang
atau lebih, yang masing- masing mitra kerja harus menyerahkan dana
untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian bagi
hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan
kontribusi dana yang diberikan. Dalam shirkah ‘inan, masing-masing
pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja,

akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai

’® |smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), 179

™ Atang Abd Hakim, Figh Perbankan Syari’ah, 247

" Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remja Rosdakarya,
2015), 76
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dengan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada
umumnya memiliki keahlian yang berbeda, sehingga pembagian hasil
keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang
ditentukan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati dari
awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak
sebagai kuasa dari pemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi
mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga
juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab sacara
bersama-sama.

3) Shirkah Wujuh, merupakan akad kerja sama antara dua orang atau
lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan
prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya
sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai
dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam shirkah
wujuh, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra
dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan
sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang
itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai
dengan porsi agunan yang diserahkan.

4) Shirkah Mudharabah, merupakan kerja sama usaha antara dua pihak
atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang

menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak
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menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang

dijalankan, disebut mudharib.™

78 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), 179
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